SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

(RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2019;

bahwa dengan diterbitkannya peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat, dan Perubahan RPJMD Provinsi
Jawa  Barat berpengaruh terhadap perencanaan
pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta masih
terdapatnya dampak bencana non alam berupa pandemik
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah membawa
risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi
bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis,
sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019-2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851) ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diuabh
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020
Nomor 186, Tambahan Lembaran Nasional Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), yang
telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
252);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor
1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 87);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
56);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan
BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN
2019-2024.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor
13, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 19, 20 dan 24 Pasal 1 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis
yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ciamis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya  disingkat Bappeda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian
dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di
Daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi
dan kabupaten/ kota, TNI, POLRI, Kejaksaan,
akademisi, LSM/ Ormas, tokoh masyarakat provinsi
dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ nvestor,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, pemerintahan desa dan kelurahan
serta  keterwakilan perempuan dan  kelompok
masyarakat rentan termajinalkan.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.
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Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan  pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan  social dalam  suatu lingkungan
wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Indikator Tujuan adalah indikator yang terkait dengan
pencapaian sasaran strategis Pemerintah
Daerah /Perangkat Daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh
dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat
Daerah.

Indikator Sasaran adalah Indikator yang terkait dengan
pencapaian sasaran strategis Pemerintah
Daerah /Perangkat Daerah.

Strategi pembangunan adalah  langkah-langkah
berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
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28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas  ~ Pembangunan  Daerah  adalah  fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

31.Program Pembangunan Daerah adalah Program
Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Ciamis, KEPALA BAGIAN HUKUM,
pada tanggal 25 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd

Cap/Ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH.

NIP. 19781209 200901 1 001
H.TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (2/15/2022)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

[I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
260, Pasal 263 ayat (4), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Ciamis Tahun 2019-2024.

Pasca diberlakukannya RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,
terdapat dinamika perkembangan daerah, provinsi maupun nasional dalam
peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi
perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan dimaksud berupa
terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan Perubahan
RPJMD Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan,
pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui
Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 mempengaruhi
beberapa sektor perencanaan yang telah disusun.
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Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan
membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain
menimbulkan korban jiwa dan juga mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi
besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis. Pemerintah Pusat
kemudian berinisiatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang. Hal ini kemudian mempengaruhi refocussing anggaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya.

Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah
Kabupaten Ciamis harus melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun
2019-2024 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dapat dicapai, dengan tetap menjaga
sinkronisasi dan sinergi pembangunan pusat, provinsi dan daerah, serta dapat
menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang
telah  ditetapkan pada saat RPJMD Tahun 2019-2024  sedang
diimplementasikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, tidak dapat dilakukan
apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Adapun yang
dimaksud dengan perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ketentuan Pasal 7 huruf c¢ Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13
Tahun 2019 mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Perubahannya, serta Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Ciamis.
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Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024,
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 101
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022

TENTANG :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Daerah melaksanakan
pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya
saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah
melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang
dimiliki. Pelaksanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kerangka pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan Daerah harus bersinergi dan
mendukung pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional sehingga dapat
diwujudkan tujuan bernegara.

Selanjutnya diamanatkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan
dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 264 ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD disusun dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala
daerah terpilih dilantik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-
5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-5873 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil

Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat, pasangan Dr. H. Herdiat Sunarya dan Yana D. Putra telah
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dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa

Barat pada tanggal 20 April 2019, dan telah melaksanakan kewajibannya menyusun

Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 3

Oktober 2019 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Dalam periode awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, telah terbit beberapa
kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi
perencanaan pembangunan daerah. Memasuki akhir tahun pertama pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan

RPJMD, karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga memenubhi ketentuan

Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD tersebut

dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai
dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

3. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerabh,
atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Ciamis

Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan



perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan

keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
maupun Pembiayaan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan
nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan
daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun
2020-2024, pembangunan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan target yang
jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor
pertumbuhan dan pemerataan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi
perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Peraturan ini
mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah
daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini
diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan.
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini merupakan ketentuan implementatif yang

mendukung penerapan SIPD dan juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
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menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa
penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single
codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang

menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,

yaitu:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan
informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada
pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini terbit
untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan
obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas,
profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan
ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata
cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang

telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten

Ciamis, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini



memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam
pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan
kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal
31 Maret 2020. Refocusing dan realokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi
penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring
pengaman sosial (social safety net).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilaksanakan sebelum
penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan sebelum penetapan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, sehingga di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2024 hanya menetapkan prioritas pembangungan daerah berdasarkan bidang
urusan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021, setelah melalui penyelarasan dengan prioritas
pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, serta
memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2021, maka ditetapkan 8 (delapan)
prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan rumusan
awal prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun
2019-2024 berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sinkronisasi
dengan agenda nasional dan prioritas daerah perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023. Prioritas Daerah Kabupaten Ciamis yang utama adalah peningkatan akses dan
layanan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan
pangan dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan dampak pandemi
Covid-19. Selengkapnya mengenai Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dimuat dalam
BAB V Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Ciamis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek
kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu
dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat
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dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-

kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan

upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak

triwulan kedua tahun 2020.

Substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan
meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan
tahun lalu, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu
strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19, target indikator tujuan dan sasaran,
strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub
kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
beserta indikator kinerjanya, IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat
Daerah dan target kinerjanya serta indikator kinerja program.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi
pada proses menggunakan pendekatan:

1. Teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

3. Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD; dan

4. Atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam
penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, menggunakan
pendekatan:

1. Holistik-Tematik, adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang
komprehensif mulai dari hulu sampai hilir yang merupakan suatu rangkaian kegiatan

dan penentuan tema-tema prioritas dalam satu jangka waktu perencanaan. Pendekatan



holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian
kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan
dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

2. Integratif, adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat
dari peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya
keterpaduan berbagai sumber pendanaan, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan Daerah;

3. Spasial, adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar
wilayah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam
perencanaan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan

sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal,

pembahasan dan penyepakatan bersama dengan DPRD tentang rancangan awal, evaluasi

dari Gubernur Jawa Barat tentang rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang,
penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur

tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
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Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi dokumen yang
sangat strategis, sebab merupakan:

1. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 periode/tahap
keempat.

2. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011-
2031.

3. Media untuk mengimplementasikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.

4. Pedoman dan arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi
Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Ciamis.

5. Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

6. Pedoman penyusunan RPJM Desa se-Kabupaten Ciamis.

7. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

8. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala
Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

9. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar
penyusunan RKPD Tahun 2022 sampai dengan 2024, yang selanjutnya RKPD tersebut akan
menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD. Dengan demikian, tercipta keselarasan
antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam
rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai
perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Ciamis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berlandaskan
pada beberapa dasar hukum, yaitu:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6542).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 88).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun



2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16).

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2020 Nomor 1).

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 81).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
mempedomani RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima
tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup
RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, dan RPJPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun
2019-2024 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun
2009-2029 serta RTRW Kabupaten Ciamis 2017-2037. Selain itu, Dokumen Perubahan
RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga mengacu terhadap dokumen KLHS dan
juga memperhatikan capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) di Kabupaten Ciamis.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:
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Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
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Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Diolah)

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJMN dan
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, yang
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang harus sinkron
dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan umum serta prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi
dan karakteristik daerah.
Pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya Kabupaten
Ciamis, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah
berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi
Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Misi daerah yang mendukung
Misi pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.



Tabel 1.1

Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Perubahan RPJMD Perubahan RPJMD
No RPJMN 2020-2024 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis
2018-2023 2019-2024
1 VISI

Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian

Terwujudnya Jawa Barat
Juara Lahir Batin dengan

Mantapnya Kemandirian
Ekonomi, Sejahtera Untuk

Berlandaskan Gotong Inovasi dan Kolaborasi Semua
Royong
2 MISI
Misil: Peningkatan Misi1l: Membentuk Manusia |Misil: Meningkatkan kualitas
Kualitas =~ Manusia Pancasila yang sumber daya manusia
Indonesia Bertagwa
Misi2: Melahirkan Manusia
yang Berbudaya,
Berkualitas, Bahagia
dan Produktif
Misi2: Struktur Ekonomi |Misi4: Meningkatkan Misi3: Membangun
yang Produktif Produktivitas dan perekonomian berbasis
Mandiri, dan Daya Saing Usaha pemberdayaan
Berdaya Saing Ekonomi Umat yang masyarakat,  ekonomi
Sejahtera dan Adil kerakyatan dan potensi
unggulan lokal
Misi3: Pembangunan yang |Misi3: Mempercepat Misi2: Meningkatkan
Merata dan Pertumbuhan dan ketersediaan
Berkeadilan Pemerataan infrastruktur ~ wilayah
Pembangunan yang mendukung
Berbasis Lingkungan perkembangan wilayah
dan Tata Ruang yang
Berkelanjutan
Misi4: Mencapai Misi4: Memanfaatkan
Lingkungan Hidup sumberdaya alam dan
yang Berkelanjutan lingkungan hidup secara
Misi5: Kemajuan Budaya bijaksana untuk
yang Mencerminkan mendukung
Kepribadian Bangsa pembangunan
berkelanjutan
Misi6: Penegakan Sistem
Hukum yang Bebas
Korupsi,
Bermartabat, dan
Terpercaya
Misi7: Perlindungan bagi
Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh
Warga
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Perubahan RPJMD Perubahan RPJMD
No RPJMN 2020-2024 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis
2018-2023 2019-2024
Misi8: Pengelolaan Misi5: Mewujudkan Tata [Misi5: Meningkatkan tata
Pemerintahan yang Kelola Pemerintahan kelola pemerintahan
Bersih, Efektif, dan yang Inovatif dan yang efektif dan efisien
Terpercaya Kepemimpinan yang
Kolaboratif =~ Antara [Misi6: Penguatan otonomi desa
Pemerintah Pusat, dalam rangka
Provinsi dan mewujudkan
Kabupaten/Kota kemandirian masyarakat
dan desa
Misi9: Sinergi Pemerintah
Daerah dalam
Kerangka  Negara
Kesatuan

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 (Diolah)

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJPD Kabupaten
Ciamis
Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari tahapan
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.
Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan Perubahan RPJMD yang

mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025
dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No RPJPD Perubahan RPJMD
Kabupaten Ciamis 2005-2025 Kabupaten Ciamis 2019-2024
1 VISI VISI
Dengan Iman dan Tagwa Ciamis Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk
Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri | Semua
dan Sejahtera Tahun 2025
2 MISI MISI

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber | Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya
daya manusia yang beriman, bertagwa | manusia

dan berakhlak mulia

Misi 2 : Meningkatkan Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan
penyelenggaraan Pemerintahan yang yang efektif dan efisien

baik

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka
mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan dan | Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
pemanfaatan sumber daya alam yang wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
berwawasan lingkungan
Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup secara bijaksana untuk




No RPJPD Perubahan RPJMD
Kabupaten Ciamis 2005-2025 Kabupaten Ciamis 2019-2024
mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 4 : Meningkatkan produksi, Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis
produktivitas, kualitas, nilai tambah pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan
dan pemasaran komoditas daerah dan potensi unggulan lokal

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 (Diolah)

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RTRW Kabupaten

Ciamis

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun
Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar
dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana
pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa
konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan
kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta
arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun
2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027,
guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar
kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya,
Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang
memiliki wiliayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan
wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau
pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan
wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki
Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya

Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
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dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan
penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah
kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya
saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis,

pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.”

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis

Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan,
Rencana dan/atau Program. KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun
2019-2024 adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar
untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen
Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Data dan informasi, hasil analisis,
serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintergrasi di dalam
muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten
Ciamis Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Lingkungan Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak
pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi,
adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan
KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah,

RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.



b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi
dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :

a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;

b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan

c. Validasi KLHS.

Gambar 1.3

menimbulkan dampak

Substansi Permendagri Nomor 7 Tahun 2018

Pembuatan ‘ i Pemanfaatan |

Pembentukan tim

pembuat KLHS RPJMD
Pengintegrasian KLHS RPJMD

Sumber: Paparan Sub Direktorat Lingkungan Hidup Kemendagri, 2020

(Ranwal)

Pasal 15 a

Pengintegrasian KLHS RPJMD
dalam penyusunan RAD TPB

Pasal 15 b

Penyusunan Perubahan RPJMD memerlukan hasil analisis yang sistematik,

menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Untuk dapat mencapai hasil

tersebut, maka diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi

perencana dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

KLHS merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi tersebut,

dimana fokus utamanya adalah mengintegrasikan pertimbangan kondisi lingkungan hidup

yang bersifat strategis dan berkelanjutan.
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Gambar 1.4
Integrasi KLHS dalam RPJMD

KLHS RPJMD | DOKUMEN RPIMD |

— - PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
fampung, . B KONDISI DAERAH
KONDISI UMUM DAERAH

mogm'fis, dan bu:unwn !
Sy (aeoarafis, demografis, DDDT, kevanaan) BN BAB Il GAMBARAN
KEUANGAN DAERAH

Gambaran pencapaian indikafor
795 dengan frgel yong CAPAIAN INDIKATOR TPB e

difefopkan
DAN ISU-ISU STRATEGIS
Bl DAERAH

KONDISI PENCAPAIAN TPB g
B BAB V VISI, MiIsl, TUJUAN

PEMBAGIAN PERAN BAB VI STRATEGI, ARAH
9 KEBIJAKAN DAN

PROGRAM

SKENARIO PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
BAB VIl KERANGKA

PENDANAAN
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN
SASARAN STRATEGIS PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

Sumber: Paparan Direktorat Bina Bangda Kemendagri, 2019

KLHS sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD
Teknokratik dan Rancangan Awal RPJMD. KLHS memberikan manfaat dalam mewarnai
substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perumusan
kebijakan pembangunan daerah juga menjadi partisipatif dengan adanya KLHS,
dikarenakan KLHS membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan berbagai pihak lain
dalam proses penyusunannya. Selain itu, KLHS menjadi instrumen yang dapat
mensinkronkan berbagai kebijakan dan regulasi baik pusat maupun daerah, serta sebagai
fungsi kontrol pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan
pembangunan Daerah. Substansi KLHS yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD
dapat berupa kebijakan umum, gambaran kondisi umum daerah, isu pembangunan
berkelanjutan, hasil perekapan hasil capaian TPB, maupun hasil kajian daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup.



1.3.5.

Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Dokumen RPJMD
Daerah Sekitar

Penyusunan Perubahan RPJMD daerah sekitar Kabupaten Ciamis perlu dijadikan

sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis terkait dengan

sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya

saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun daerah sekitar Kabupaten Ciamis antara

lain Kabupaten Majalengka,

Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya,

Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap. Berikut adalah

tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

Tabel 1.3.
Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar
No ]S):l‘:il;zl; l;:;;;g; Visi Misi Isu Strategis
1.| Kabupaten [2018-2023| Mewujudkan Memantapkan kualitas Pendidikan
Majalengka Tatanan kehidupan beragama yang Berkarakter dan
Masyarakat didukung dengan Berdaya Saing
Majalengka yang pemenuhan sarana dan
RELIGIUS, ADIL, prasarana keagamaan, serta
HARMONIS dan memberdayakan tokoh-
SEJAHTERA tokoh agama
Meneguhkan Nilai-nilai Pariwisata dan
Kebangsaan untuk Ekonomi Kreatif
menciptakan pembangunan
yang  berkeadilan, rasa
aman, tentram, dan tertib di
masyarakat.
Membangun sinergi dan Pembangunan
hubungan yang harmonis Kertajati Aerocity
dengan seluruh mitra kerja dan Segitiga
dan pemangku kebijakan Rebana

baik dengan unsur legislatif,
pemerintah desa,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah pusat serta para

pemangku kepentingan
lainnya.

Meningkatkan kualitas
layanan publik terutama di
sektor pendidikan,
kesehatan, infrastruktur,
pertanian, pariwisata,
perizinan, penanaman

modal, dan sektor-sektor
unggulan, dengan didukung
oleh sumber daya aparatur

yang berintegritas,
profesional, humanis, dan
melayani.

Peningkatan Laju
Pertumbuhan
Penduduk

[-23



No 's):l';r;lr‘ l;:;;l?d(}f Visi Misi Isu Strategis
Membangun desa menuju Konsistensi
pada kemandirian dengan Penataan Ruang
berbasis potensi lokal untuk dan RDTR
mewujudkan  peningkatan
daya beli dan kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan.

Alih Fungsi Lahan
Produktif dan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
Kemandirian Desa
2.| Kabupaten |2018-2023| Kuningan MAJU Membangun tata kelola Pengurangan
Kuningan (Ma'mur, Agamis, pemerintahan daerah yang Pengangguran
Pinunjul) profesional, efektif,
Berbasis Desa demokratis dan terpercaya
Tahun 2023 dengan jiwa kepemimpinan
Nu Sajati.
Mewujudkan masyarakat Penanggulangan
Kuningan nu Sajati dalam Kemiskinan
kehidupan beragama dan
bernegara dalam bingkai
kebangsaan dan
kebhinekaan.
Mewujudkan manajemen Peningkatan
layanan pendidikan, investasi daerah
kesehatan yang merata, adil,
berkualitas dan
berkelanjutan dalam
menciptakan  sumberdaya
manusia Nu Sajati.
Mewujudkan pembangunan Penerapan E-
kawasan perdesaan berbasis Government
pertanian, wisata, budaya
dan potensi lokal untuk
mempercepat pertumbuhan
serta pemerataan ekonomi
rakyat.
Mewujudkan  pemerataan Pengendalian
infrastruktur untuk Pemanfaatan
mendorong investasi dan Ruang Kawasan
penciptaan lapangan Kerja Rawan Bencana
dalam lingkungan yang Alam
lestari.
Pengembangan
Pariwisata
berbasis
komunitas dan
Desa serta
Ekonomi Kreatif
Peningkatan
Ketahanan Pangan
3.| Kabupaten [2016-2021| Kabupaten Mewujudkan masyarakat Penanggulangan
Tasikmalaya Tasikmalaya Yang yang beriman, bertaqwa, kemiskinan
Religius/Islami, berakhlaqulkarimah dan
Dinamis, Dan Berkualitas.




No 's):l';r;lr‘ l;:;;l?d(}f Visi Misi Isu Strategis
Berdaya Saing Di
Bidang Agribisnis
Berbasis
Perdesaan
Mewujudkan perekonomian Penataan kawasan
yang tangguh di Bidang Ibu Kota
Agribisnis dan Pariwisata. Kabupaten
Tasikmalaya
Mewujudkan Tata Kelola Aksesibilitas dan
Pemerintahan yang baik mutu pelayanan
(good governance). dasar
Meningkatkan ketersediaan Ketahanan Pangan
dan kualitas infrastruktur
wilayah berbasis tata ruang
yang berkelanjutan.
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
Reformasi
Birokrasi  untuk
Pemerintahan
yang Baik dan
Efektif  Berbasis
Teknologi
Informasi
Pengembangan
destinasi wisata
Peningkatan daya
saing produk
pertanian
Pengarusutamaan
gender dalam
pembangunan,
Perlindungan
perempuan dan
anak
4. Kota 2017-2022| Kota Tasikmalaya Mewujudkan  tata  nilai Tata nilai
Tasikmalaya Yang Religius, kehidupan masyarakat yang kehidupan
Maju Dan Madani religius dan berkearifan masyarakat dan
lokal. kebudayaan
daerah
Mengurangi tingkat Penanggulangan
kemiskinan dan kemiskinan
meningkatkan daya beli
masyarakat.
Memantapkan infrastruktur Infrastruktur
dasar  perkotaan  guna publik,
mendorong  pertumbuhan permukiman dan
dan pemerataan lingkungan hidup
pembangunan yang
berwawasan lingkungan.
Memenuhi kebutuhan Pertumbuhan dan
pelayanan dasar masyarakat pemerataan
untuk meningkatkan ekonomi serta
kualitas sumber daya daya beli
manusia. masyarakat
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No [S):lil'l;zg l;:;;l?d(;f Visi Misi Isu Strategis
5. Meningkatkan tata kelola Kualitas sumber
pemerintahan yang baik dan daya manusia dan
bersih. pelayanan dasar
Pengarusutamaan
gender dan
ketahanan
keluarga
Tata kelola
pemerintahan
yang profesional,
efektif, efisien,
transparan  dan
akuntabel
5.| Kota Banjar {2018-2023| Dengan Iman dan | 1. Meningkatkan Kualitas Meningkatkan
Taqwa Kita Sumber Daya  Manusia Kualitas Sumber
Wujudkan (SDM). Daya Manusia
Masyarakat Kota
Banjar yang
Agamis, Mandiri
dan Sejahtera
Menuju  Banjar
Agropolitan
2. Meningkatkan Laju Mengendalikan
Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan
(LPE). Penduduk
3. Meningkatkan Kualitas. Meningkatkan
Lingkungan. Laju Pertumbuhan

4. Meningkatkan

Kesadaran
dan Ketaatan Hukum serta
Tata Kelola Pemerintahan

secara Profesional untuk
Menjamin Terciptanya Good
Governance dan Clean
Governance

Ekonomi
dan Daya
Masyarakat
Meningkatkan
Kemandirian
Pangan

(LPE)
Beli

Meningkatkan
Kemampuan
Ekonomi
Masyarakat
Miskin
Meningkatkan
Pembangunan
yang Ramah
Lingkungan dan
Berkelanjutan

Meningkatkan
Kesadaran dan
Ketaatan Aparatur
Pemerintah
Terhadap Hukum
Meningkatkan
Kinerja Birokrasi
yang Semakin




No 's):l';r;lr‘ l;:;;l?d(}f Visi Misi Isu Strategis
Profesional dan
Akuntabel
6.| Kabupaten |2016-2021| Kabupaten Mewujudkan tata kelola
Pangandaran Pangandaran pemerintahan yang
Sebagai  Tujuan akuntabel, bersih dan
Wisata Berkelas melayani.
Dunia
Mewujudkan penataan
ruang yang harmonis dan
pengendalian pemanfaatan
ruang yang berwawasan
lingkungan.
Menyediakan infrastruktur
dan fasilitas yang
berkualitas.
Memperkuat ketahanan
nilai-nilai kearifan lokal.
Membangun  sumberdaya
manusia yang  mandiri,
berkualitas dan berdaya
saing.
Membangun perekonomian
yang tangguh, maju,
berkeadilan dan
berkelanjutan.
7.| Kabupaten |2017-2022| Cilacap Semakin Meningkatkan layanan Kualitas sumber
Cilacap Sejahtera Secara pendidikan dan kesehatan daya manusia
Merata - Bangga rohani dan jasmani, serta
Mbangun Desa kesejahteraan sosial dan
keluarga.
Meningkatkan kualitas Tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan
pemerintahan yang yang bersih,
profesional bersifat transparan,
entrepreneur dan dinamis kolaboratif,
dengan mengedepankan demokratis,
prinsip Good Governance dan efisien, efektif dan
Clean Government. akuntabel.
Mewujudkan demokratisasi, Pengembangan
stabilitas keamanan, perekonomian
ketertiban umum, dan inovasi
ketentraman dan daerah
perlindungan masyarakat.
Mengembangkan Angka
perekonomian yang Kemiskinan dan
bertumpu pada potensi lokal Tingkat
dan regional. Pengangguran
Terbuka.
Mengembangkan dan Kapasitas  fiskal
membangun infrastruktur dalam
wilayah dengan pembangunan
memperhatikan aspek daerah
lingkungan hidup dalam
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No

Daerah Periode

Sekitar RPJMD Visi Misi Isu Strategis

pemanfaatan sumber daya
alam secara berkelanjutan.

6. Ketersediaan dan
kualitas
infrastruktur
wilayah

7. Pengelolaan
lingkungan  dan
sumber daya alam

8. Pengelolaan
pembangunan
berbasis
kebencanaan,

9. Penataan/
pengembangan
wilayah

Sumber: - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021

- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020

- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018

Berdasarkan telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel di

atas, maka perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis

sehingga tercipta sinergitas antar daerah, antara lain:

a.

Menyiapkan dan memastikan infrastruktur penunjang konektifitas antar wilayah selalu
dalam kondisi prima.

Meningkatkan kualitas atau intensitas Kkerjasama antar daerah, dengan
mengedepankan asas kolaborasi dibandingkan dengan asas kompetisi untuk
menangkap peluang di era revolusi industry 4.0.

Memperjelas kerjasama pembangunan pendukung pariwisata, untuk saling
mendukung sehingga terbangun kolaborasi antar wilayah. Hal tersebut sangat penting
untuk segera dilakukan, mengingat Kabupaten Ciamis berbatasan langsung dengan
Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Jawa Barat.
Optimalisasi kerjasama antar daerah, mengingat terdapat bandar udara berskala
internasional, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berada di

Kabupaten Majalengka.



1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1. Maksud
Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun

2019-2024 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten

Ciamis hingga tahun 2024 yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai

tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD, penyesuaian kondisi terkini dan

perkembangan serta kebijakan nasional serta percepatan penanganan pendemi Covid-19
dan dampak yang ditimbulkannya.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024
antara lain:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan
perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan pembangunan daerah sejak ditetapkan sampai dengan akhir
periode Perubahan RPJMD.

3. Pedoman untuk penyusunan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD;

4. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD sejak ditetapkan sampai dengan
akhir periode Perubahan RPJMD.

5. Tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari Perubahan RPJMD Kabupaten
Ciamis ini ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.

6. Instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Ciamis dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur.

7. Instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam
mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju

mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua.
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1.5. Sistematika Penulisan
Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Ciamis 2019-2024 terdiri atas 9 (sembilan) BAB, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan
RPJMD.

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ciamis yang
dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi
Kabupaten Ciamis dan memuat informasi yang relevan dan penting dan
mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi
Bupati Ciamis, dan kebutuhan perumusan strategi yang disajikan dalam 4
(empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu,
bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu, pencapaian Sustainable
Development Goals (SDG’s), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima)
tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk
membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan
daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis daerah
memerhatikan isu internasional, nasional, regional Provinsi Jawa Barat dan

Kabupaten Ciamis.

BABV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya
misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan

dan sasaran pembangunan jangka menengah.



BAB VI

BAB VII

BAB VIII :

BAB IX

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk
integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan.
Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang
pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah
ditetapkan.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan
pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun
pembangunan Kabupaten Ciamis, dilengkapi dengan indikator kinerja dan
target serta pendanaannya yang bersifat indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili
oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
disajikan beserta target setiap tahun, termasuk target tahun 2020 dan
realisasinya. Selain itu, bab ini juga memuat arahan target indikator kinerja
hasil (outcome) program dari seluruh Perangkat Daerah untuk pencapaian
target indikator kinerja program prioritas Kabupaten Ciamis.

PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD
untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan

daerah.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108° 19’
sampai dengan 108° 43’ Bujur Timur dan 7° 03’ 39” sampai dengan 7° 39’ 36”Lintang

Selatan, berada di ujung Tenggara Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 121 km dari

ibukota provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi

Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan jalan provinsi lintas Ciamis-Cikijing-Cirebon, dengan

batas-batas administratif sebagai berikut:

» Sebelah Utara
» Sebelah Barat
» Sebelah Timur
» Sebelah Selatan

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Pangandaran

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ciamis
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Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 159.785,37 Ha dan secara administratif
terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.277 dusun, 3.019 Rukun Warga (RW)
dan 9.674 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis
No Kecamatan Luas Wilayah %
(Ha)

1 Banjaranyar 10.996,56 6,88
2 Banjarsari 5.806,18 3,63
3 Baregbeg 3.828,45 2,4
4  Ciamis 3.384,22 2,12
5 Cidolog 5.638,82 3,53
6  Cihaurbeuti 6.416,07 4,02
7  Cijeungjing 6.074,01 3,8
8 Cikoneng 4.712,64 2,95
9 Cimaragas 2.646,20 1,66
10 Cipaku 7.865,95 4,92
11 Cisaga 8.015,23 5,02
12 Jatinagara 3.416,49 2,14
13 Kawali 3.627,48 2,27
14 Lakbok 5.768,35 3,61
15 Lumbung 2.790,68 1,75
16 Pamarican 12.444,86 7,79
17 Panawangan 8.236,53 5,15
18 Panjalu 7.359,28 4,61
19 Panumbangan 6.322,47 3,96
20 Purwadadi 5.094,55 3,19
21 Rajadesa 6.166,42 3,86
22 Rancah 8.670,73 5,43
23 Sadananya 4.623,91 2,89
24 Sindangkasih 2.989,21 1,87
25 Sukadana 5.795,81 3,63
26 Sukamantri 5.062,45 3,17
27 Tambaksari 6.031,82 3,77
Jumlah 159.785,37 100

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0 - 1.775 mdpl. Elevasi
Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang
wilayahnya perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh

ketinggian 0-500 mdpl dengan luas 120.330,59 Ha atau 75,30%.



Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Ciamis

No Ketinggian (mdpl) Luas (Ha) %
1 0-500 120.334,23 75,31
2 500 - 1000 32.672,13 20,45
3 1000 - 1500 6.325,76 3,96
4 1500-1775 453,25 0,28
Jumlah 159.785,37 100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, berdasarkan tabel 2.3 Kabupaten
Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%.
Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di
bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga

kemiringan lerengnya sangat curam.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis
No Kemiringan Lereng Luas (Ha) %
1 0-2% 37.606,14 23,54
2 2-8% 49.026,48 30,68
3 8-15% 39.744,65 24,87
4 15-25% 25.244,48 15,80
5 25-40 % 7.301,85 4,57
6 >40 % 861,77 0,54
Jumlah 159.785,37 100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial



Gambar 2.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis
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2.1.1.3 Jenis Tanah

Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andisol,
inceptisol, dan ultisol. Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan volkanik seperti
abu volkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan volkanoklastik yang fraksi koloidnya
didominasi oleh mineral “short-range-order” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan,
imogolit, ferihidrit, atau komplek Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan
mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-volkanik dapat juga menghasilkan
mineral “short-range-order” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andisol.

Tanah inceptisol memiliki kadar fosfor rendah, sedangkan kadar alumunium dan
zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7
dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang
memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan
pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh
karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun,

cocok untuk tanaman perkebunan.
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Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan
kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, orange
kemerahan dengan terang-menyilaukan, untuk oranye pucat kekuningan-dan bahkan
beberapa nada kekuningan-coklat tenang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium.
Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral
resisten dalam bahan induk,komponen-komponen ini umumya terdapat dalam jumlah yang
tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis
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2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir
mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara
Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur,
Sungai Cijolang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke
dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS
Cijulang, yaitu Kecamatan Banjaranyar (+ 1.786,22 Ha) dan Kecamatan Banjarsari
(+ 1.320,16 Ha).

Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan
air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain

seperti pariwisata.
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Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis
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2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan curah
hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis
umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara 20°C sampai

dengan 30°C dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2020 sebesar 3.334 mm/tahun,
dengan rata-rata hari hujan 202 hari.

2.1.1.6 Tutupan Lahan

Tutupan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan
tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Tutupan lahan juga
merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia
dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki tutupan lahan yang
bervariatif, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun

lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.4
Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis

No Tutupan Lahan Luas (Ha) %
1 Danau/Situ 112,31 0.07
2 Kolam 5,44 0.00
3  Padang Rumput 118,96 0.07
4  Permukiman/Tempat Kegiatan 29.079,61 18.20
5 Sawah Tadah Hujan 21.288,33 13.32
6  Sawah 16.214,60 10.15
7 Perkebunan 10.771,60 6.74
8  Sungai 1.165,15 0.73
9 Semak Belukar 169,58 0.11
10  Kebun Campuran 66.242,85 41.46
11  Tegalan Ladang 36,95 0.02
12 Lahan Terbuka 86,29 0.05
13  Hutan 14.493,69 9.07
Jumlah 159.785,37 100

Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Ciamis
didominasi oleh kebun campuran dengan luas 66.242,85 Ha atau sebesar 41,46% dari luas

Kabupaten Ciamis.

2.1.1.7.Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kemampuan lingkungan Kabupaten Ciamis dalam menyediakan dan mendukung
kebutuhan hidup penduduk dihitung sebagai daya dukung pangan dan daya dukung air.
Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi daya dukung lingkungan
hidup sebagai kebutuhan dasar manusia. Ambang batas daya dukung pangan dan air
dihitung dengan membandingkan jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan. Jika
jumlah kebutuhan melebihi jumlah ketersediaan maka ambang batas daya dukung telah
terlampaui dan membutuhkan interfensi untuk tetap dapat mendukung dan memenuhi
kebutuhan dasar penduduk. Dalam perhitungan daya dukung diasumsikan tidak terdapat

aliran materi air dan pangan atau closed system.

a. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.
Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status
daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Daya dukung dikatakan telah

melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan
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ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Dalam perhitungan kebutuhan pangan
dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan komoditi pangan. untuk lebih jelasnya bisa

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

. Produksi (ton)
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Padisawah 530.168 526.462 472.021 447.801 458.988
2  Padiladang 328 283 85 988 2.390
3 Jagung 36.022 26.739 44.838 35.980 45.433
4  Ubikayu 50.426 42.354 61.468 55.824 32.788
5 Ubijalar 6.619 3.632 2.993 2.363 2.659
6 Kacang Tanah 3.204 1.502 1.238 1.493 1.489
7  Kacang Kedelai 1.245 1.830 3.214 1.063 45
8 Kacang Hijau 13 1.422 4.452 179 6

Total 628.025 604.224 590.309 545.701 543.798

Sumber: Kabupaten Ciamis Dalam Angka, 2017-2021

Dari hasil analisis status daya dukung pangan Kabupaten Ciamis melampaui
ambang batas atau defisit pada tahun 2023. Pada tahun 2030 Kabupaten Ciamis defisit
pangan.

Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan ketersediaan pangan yang
disebabkan oleh meningkatnya lahan produksi pangan pada rencana pola ruang RTRW
Kabupaten Ciamis tahun 2017-2037. Namun peningkatan jumlah pangan tersebut belum
mencukupi kebutuhan pangan hingga tahun 2030. Analisis daya dukung pangan dapat
dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2030
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Sumber : Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Hasil analisis, 2021



Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis
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b. Daya Dukung Air

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan
membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk.
Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian
dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau
sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan
kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan
tanah berdasarkan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009.
Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun.
Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar untuk hidup (basic
need). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m3/kapita/tahun.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015 adalah 3.575
mm/tahun maka dengan kondisi tutupan lahan terakhir ketersediaan air larian sepanjang
Tahun 2015 mencapai 1,81 Milyar m3. Potensi mata air di Ciamis memberikan kontribusi
penyediaan air sebesar 0,0024 Milyar m3/tahun sehingga jumlah ketersediaan air secara

keseluruhan mencapai 1,81 Milyar m3.



Tabel 2.6

Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2015

Pengunaan Lahan Luas (Ha)
Danau Wisata Air 58,96
Danau/Telaga Alami 56,22
Hamparan Batuan/Pasir Lain 7,99
Hutan 50.485,54
Kolam Ikan Air Tawar 33,21
Ladang/Tegalan 3.994,79
Padang Rumput 141,41
Perkebunan 39.522,11
Permukiman 29.291,85
Sawah 28.767,13
Semak Belukar 6.224,73
Sungai 1.184,72
Total 159.768,66

SA=10xCxRxA
=10x0,32x3.575x 159.768,66
=1.815.284.956 m3/tahun

Koefisien

0,20
0,18
0,35
0,35
0,30
0,60
0,30
0,35

0,32

Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis,

Perhitungan Kabupaten Ciamis berdasar Permen LH Nomor 17 Tahun 2009

Luas x Koefisien
0,00
0,00
1,60
9087,40
0,00
1398,18
49,49
11856,63
17575,11
8630,14
2178,65
0,00
50.777,20

Potensi mata air yang ada di Kabupaten Ciamis dengan jumlah mata air 25 buah

belum melampaui. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Milyar m3

Tabel 2.7
Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis Tahun 2015
No Uraian
Ketersediaan

1 Ketersediaan Air larian
2 Potensi Mata Air
3 CAT

Kebutuhan
1 Domestik (43,8 m3/kapita/tahun)
2 Kebutuhan air untuk lahan

Sumber: Hasil analisis, 2021

Jumlah

Jumlah

1,81
0,0024
0,0005
1,8129

0,006
1,67
1,736

mencapai 2.377.026 m3/tahun. Dengan demikian jika digabungkan maka potensi air
permukaan mencapai 1.817.661.982 m3 /tahun. Dengan demikian daya dukung lingkungan
hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk Kabupaten Ciamis
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Gambar 2.6
Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Ciamis Tahun 2015

Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis
Hasil analisis, 2021

2.1.1.8.Geostrategis

Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan
Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung
menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun beberapa kebijakan
pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis,
diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka,
pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara
yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan
wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage,

Majalaya, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.
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Gambar 2.7
Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat

METROBOLITAN
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4 PUSAT PERTUMSUMAN
B PANGANDARAN

Avnng
Pongandm o

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Dari gambaran mengenai kondisi fisik wilayah Kabupaten Ciamis mulai dari
topografi, kemiringan, jenis tanah, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan dan aspek fisik
lainnya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki pengembangan potensi

paling dominan yaitu perkebunan dan tanaman pangan.

Gambar 2.8
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Potensi
Pengembangan :

- —_ 1. Perkebunan
imatologi ’ 2. Tanaman Pangan
Tipe C (Agak Basah)

Curah hujan 3.334
mm/tahun

Hidrologi
1. DAS Citanduy
2. DAS Cijulang

Sumber : Hasil Analisis, 2021
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2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber
daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat
dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039
menyebutkan bahwa rencana pola ruang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung seluas
29.403,40 Ha dan Kawasan budidaya seluas 130.381,94 Ha. Kawasan Lindung adalah
wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan
guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budi
daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lebih jelasnya

rencana pola ruang Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis

No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) %
A Kawasan Budidaya
1  Kawasan Hutan Produksi Terbatas 2,456.26 1.54
2 Kawasan Hutan Produksi Tetap 10,336.65 6.47
3  Kawasan Perkebunan Rakyat 20,412.42 12.77
4 Kawasan Permukiman Perdesaan 13,101.63 8.20
5 Kawasan Permukiman Perkotaan 31,496.28 19.71
6  Kawasan Hortikultura 3,416.57 2.14
7  Kawasan Perkebunan 17,269.69 10.81
8 Kawasan Tanaman Pangan 31,441.32 19.68
9  Kawasan Peruntukan Industri 451.12 0.28
B Kawasan lindung
1  Cagar Alam 8.64 0.01
2 Suaka Margasatwa 5,540.50 3.47
3  Kawasan Keunikan Bentang Alam 21,721.71 13.59
4 Kawasan Imbuhan Air Tanah 256.82 0.16
5  Kawasan Sekitar Situ/ Danau/ Waduk/ Embung 19.34 0.01
6  Sempadan Sungai 580.88 0.36
7  Danau/Situ 113.50 0.07
8  Sungai 1,162.01 0.73
Jumlah 159,785.37 100.00

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2019-2039
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Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis
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Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2019-2039

T

2.1.2.1. Potensi Pertanian

Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup
masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten
Ciamis memiliki potensi yang cukup besar disektor pertanian sehingga menjadi salah satu
sentra penghasil komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan.

Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait
secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun
infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi

dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Untuk kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang
disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi
oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan
efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa
kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau

spot partial (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.
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Berdasarkan komoditasnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ciamis
berupa pertanian lahan basah. Sesuai potensi yang ada, pertanian lahan basah yang akan
dikembangkan di Kabupaten Ciamis berupa komoditas tanaman padi. Deliniasi pertanian
lahan basah untuk komoditas tanaman padi berdasarkan sebarannya bisa sebagian bisa
dikategorikan sebagai spot partial (luasan terpisah) yang tersebar di seluruh kecamatan
yang ada di Kabupaten Ciamis.

Kawasan Tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(KP2B) seluas kurang lebih 33.071,95 Ha (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh satu koma
sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 27.962,19 (dua
puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan belas) hektar meliputi
seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.

2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih
5.109,76 Ha (lima ribu seratus sembilan koma tujuh puluh enam) hektar meliputi

seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.

b. Kawasan Hortikultura

Holtikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif
memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi
masyarakat.

Kecamatan Panjalu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luasan panen
untuk komoditi hortikultura terbesar di Kabupaten Ciamis, yaitu untuk komoditi aneka
cabai, mentimun dan tomat. Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang memiliki
potensi untuk berbagai komoditi hortikultura. Produksi utamanya yaitu cabai besar.
Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di
Kabupaten Ciamis.

Kawasan hortikultura memiliki luas kurang lebih 3.416,587 Ha (tiga ribu empat
ratus enam belas koma lima ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:

1. Kecamatan Cihaurbeuti;
Kecamatan Cikoneng;
Kecamatan Lumbung;

Kecamatan Panawangan;

v o W

Kecamatan Panjalu;
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6. Kecamatan Panumbangan;
7. Kecamatan Sindangkasih; dan

8. Kecamatan Sukamantri.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun
pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/
perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan
arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk
pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Untuk mencapai arahan pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan
diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan
pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur yang
mendukung kegiatan tanaman tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan
komunikasi, listrik dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan perkebunan/tanaman
tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agroindustri dengan fungsi yang
didasarkan pada potensi tanaman tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya
yang dapat menunjang perkebunan.

2. Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal
Agribisnis, Outlet Agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios sarana
produksi pertanian, dan industri pengolahan hasil, dan lain- lain) beserta lokasi
masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah
dijangkau).

3. Pengembangan sumberdaya manusia (petani dan aparatur pemerintah) dan
kelembagaan agribisnis.

4. Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem
informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian
subsektor perkebunan/tanaman tahunan.

5. Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan tanaman

tahunan/perkebunan.
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6. Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman tahunan,
baik lokal maupun pasar ekspor.

Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi
perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat pengumpul
dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau).

Perkebunan seluas kurang lebih 17.269,69 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh

sembilan koma enam puluh sembilan) meliputi semua kecamatan.

d. Kawasan Peternakan
Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar

terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya
Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/perluasan usaha
dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten
Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten
Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan
kawasan peternakan, terdiri dari:

Budidaya Ayam Ras Pedaging Close House System;

Pembibitan Ayam Ras Pedaging;

Budidaya Ayam Ras Petelur;

Budidaya Ayam Bukan Ras;

1

2

3

4

5. Pembibitan Ayam Bukan Ras;
6. Pengembangan Sapi Perah;

7. Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah;
8. Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah;

9. Penggembalaan Terbatas Sapi Potong;

10. Budidaya Sapi Potong Penggemukan;

11. Pembibitan Sapi Potong;

12. Pasar Hewan Terpadu;

13. Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan.

e. Kawasan Perikanan

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan
lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan

kawasan Perikanan, terdiri dari:
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Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan (Sentra);
Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;

Pasar Ikan Bersih;

Pengembangan Benih Ikan;

Pengembangan Restocking;

Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan.

2.1.2.2. Potensi Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan

potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya

tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) dan tetap

memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (environmental friendly).

Upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada harus memenuhi kriteria kawasan

peruntukan pertambangan yang meliputi:

1.

© © N o ;s W

10.

11.
12.

Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan
pertambangan berkelanjutan.

Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensil menjadi
ekonomi riil.

Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Tidak terletak di daerah resapan dan daerah yang terdapat mata air.

Tidak terletak di daerah banjir dan rawa.

Tidak terletak di daerah rawan bencana alam (longsor, gempa bumi dan lain-lain).
Tidak terletak di daerah yang sungainya rapat.

Pengaturan pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi pelayaran.
Memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan
manfaat.

Pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang
berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung.

Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman, dan tidak terletak di

daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air.
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13. Lokasi penggalian pada lereng curam >40% tidak mengakibatkan bahaya erosi dan

longsor.

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan kawasan pertambangan

meliputi:

1.
2.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi yang ada.

Perlunya dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada para penambang
agar kelestarian lingkungan tetap dapat terpelihara dan keselamatan para penambang
dapat terjamin serta kesejahteraannya dapat meningkat.

Setiap kegiatan pertambangan dan penggalian harus bermuara kepada prinsip
menekan seminimal mungkin dampak negatif yang timbul dengan memperbesar
dampak positip terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terutama
sekitar lokasi bahan galian.

Promosi yang lebih intensif dan lebih luas terhadap potensi bahan galian yang
mempunyai nilai jual, dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan daerah
disamping juga pendapatan para penambang dapat lebih ditingkatkan.

Identifikasi dan inventarisasi potensi secara bertahap melalui kegiatan penyelidikan
pendahuluan, penyelidikan lanjutan/ semi rinci dan penyelidikan detail/ rinci. Hal ini
sangat berguna untuk menentukan jenis bahan tambang unggulan, zonasi-zonasi
pertambangan untuk pengembangan wilayah, bahan galian yang layak tambang dan

yang siap untuk dieksploitasi dan diproduksi.

Kawasan pertambangan dan energi berupa potensi mineral dan batubara.
Kawasan potensi mineral,meliputi:

Tras di Kecamatan Cihaurbeuti.

ST

Kaolin di Kecamatan Cihaurbeuti.

Lempung meliputi semua kecamatan di luar kawasan ekosistem karst.

o o

Mangan di Kecamatan Cimaragas.

&

Batu pasir meliputi semua kecamatan di luar kawasan ekosistem karst.

-

Andesit meliputi:

+ Kecamatan Panjalu.

+»+ Kecamatan Cihaurbeuti.
g. batu bara meliputi:

+¢ Kecamatan Lakbok.

+ Kecamatan Purwadadi.
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Pengembangan kawasan potensi pertambangan dalam bentuk wilayah pertambangan
meliputi:

a. Wilayah usaha pertambangan.

b. Wilayah pertambangan rakyat.

c. Wilayah kerja pertambangan panas bumi.

Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana
prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian
kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah

Pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3. Potensi Industri

Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten

Ciamis meliputi:

1.

Kegiatan Peruntukan Industri (KPI) berada di Kecamatan Cijeungjing seluas 451,12 Ha,
yang merupakan kawasan untuk industri non polutan dan sentra industri kecil dan
menengah.

Kawasan peruntukan industri menengah meliputi semua kecamatan; dan

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi semua kecamatan.

2.1.2.4. Potensi Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis

dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata

dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan

lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis secara

ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.

oo N

Meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;

Meningkatkan pendapatan masyarakat;

Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;

Meningkatkan kesempatan kerja;
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6. Melestarikan budaya lokal; dan

7. Meningkatkan perkembangan masyarakat.

v > W N e

dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan.

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan potensi wisata meliputi:

Pengembangan destinasi pariwisata.

Pengembangan pemasaran pariwisata.

Penataan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata.

6. Peningkatan manajemen kepariwisataan yang terintegrasi.

Peruntukan ruang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis meliputi:

(1) Objek wisata budaya, meliputi:

®

-

=

[

e

L o

0

Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;

. Cipanjalu desa bahara di Kecamatan Panjalu;

Pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan.

Pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi lainnya yang didukung

Situs Hariang Kuning dan Hariang Kancana di Kapunduhan Desa Kertamandala

Kecamatan Panjalu;

Astana Gede di Kecamatan Kawali;

Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;

Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;

Situs Tambaksari di Kecamatan Tambaksari;

Kampung Adat Kuta di Kecamatan Tambaksari;

Situs Pangcalikan Gunung Padang di Kecamatan Cikoneng;
Situs Jambansari di Kecamatan Ciamis;

Situs Batu Panjang di Kecamatan Sukamantri;

Situs Salawe Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;

. Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Kecamatan Banjaranyar;

Situs Kawasen di Kecamatan Banjarsari;

Situs Gandoang di Kecamatan Sindangkasih;
Situs Sanghiang Samida di Kecamatan Rajadesa;
Wisata Ziarah di Kecamatan Jatinagara;

Situs Keramat Kuning di Kecamatan Lakbok;
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(2)

(3)

S.
t.
u.

V.

Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican;
Situs Panghulu Gusti di Kecamatan Panjalu;
Situs Danuwarsih di Kecamatan Rajadesa; dan

Objek wisata budaya lainnya.

Objek wisata alam meliputi:

a.

b.

o

-

= @

p—

W.

X.

y.

Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri;

Curug Cekong di Kecamatan Sukamantri;

Situ Rancamaya di Kecamatan Sindangkasih;
Sungai Cireong di Kecamatan Sindangkasih;

Situ Wangi di Kecamatan Kawali;

Curug Tujuh Cibolang di Kecamatan Panjalu;
Curug Panganten di Kecamatan Cisaga;

Situ Cekdam Kadupundak di Kecamatan Tambaksari;
Curug Cipatahunan di Kecamatan Cidolog;

Curug Gambir Santolok di Kecamatan Banjarsari;
Curug Kayu Putih di Kecamatan Banjarsari;

Curug Batu Ampar di Kecamatan Banjarsari;

. Gunung Pangalusan di Kecamatan Banjarsari;

Air Panas Ciulu di Kecamatan Banjarsari;
Curug Cigumawang di Kecamatan Banjaranyar;
Curug Panganten di Kecamatan Banjaranyar;
Air Panas Cikupa di Kecamatan Pamarican;
Cadas Ngampar di Kecamatan Sadananya;
Curug Cingembat di Kecamatan Sadananya;
Wisata Rahong atau Puncak Upsa di Kecamatan Rajadesa;
Gunung Sawal;

Curug Salosin di Kecamatan Cihaurbeuti.
Curug Tilu di Kecamatan Cihaurbeuti;

Batu Ampar di Kecamatan Panumbangan; dan

Objek wisata alam lainnya.

Objek wisata khusus atau minat meliputi:

a.

b.

Arung Jeram di Kecamatan Cijeungjing;

Batucakra di Kecamatan Cikoneng;
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h.

I

J-

Penangkaran Rusa Darmacaang di Kecamatan Cikoneng;

Pendakian Puncak Karantenan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Kecamatan
Panjalu;

Pendakian Puncak Puspa di Kecamatan Panumbangan;

Wisata Tapos di Kecamatan Sadanaya;

Desa wisata di Kecamatan Cidolog, Kelurahan Cigembor, Benteng dan Linggasari
Kecamatan Ciamis;

Wisata edukasi dan agro durian di Kecamatan Sadananya dan Ciamis;

Wisata agro dukubh Cililitan di Kecamatan Cijeungjing; dan

Objek wisata khusus atau minat lainnya.

Objek wisata buatan meliputi:

a.

Wahana wisata tirta meliputi:

+ Bendungan Manganti di Kecamatan Purwadadi;

¢ Bendungan Leuwikeris di Kecamatan Cijeungjing;

+¢ Bendungan Matenggeng di Kecamatan Tambaksari;

+» Waterboom Sukahaji di Kecamatan Cihaurbeuti;

+»» Waterboom Tirta Sumberjaya di Kecamatan Cipaku; dan

+¢ Normalisasi Embung Rancabungur.

. Wahana wisata flora;

Wahana wisata fauna;

Wahana permainan modern meliputi:

% Fasilitas Olahraga di Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cijeungjing;
+ Wahana permainan di Kecamatan Baregbeg;

+¢ Tirta Pasir Raya di Kecamatan Panjalu;

+¢ Pasirjati Groundhill di Kecamatan Pamarican;

+¢ Grand Sayang Kaak di Kecamatan Cijeungjing; dan

¢ Gentarasa di Kecamatan Cidolog;

¢ Pengembangan off road dan Gantole di Kecamatan Jatinagara dan Sukamantri;
+» Wisata air buatan di Kelurahan Linggasari.

Tempat-tempat hiburan dan atau plaza;

Museum meliputi:

% Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari;

¢ Museum Galuh Imbanagara di Kecamatan Ciamis

+ Museum Pakuan di Kecamatan Ciamis; dan

¢ Museum Bumi Alit di Kecamatan Panjalu.

Objek wisata buatan lainnya.
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2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan
oleh alam dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dilihat
dari stuktur geologis, Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana. Potensi
bencana alam di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, banjir,
banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, serta bencana non alam yang terdiri dari
epidemik, wabah penyakit dan KLB serta kebakaran hutan/lahan/rumabh.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2017 - 2021 di Kabupaten Ciamis
yang termasuk wilayah rawan bencana kategori tinggi adalah sebagai berikut:
a. Tanah longsor meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Cijeungjing dan Lakbok.
b. Banjir bandang meliputi seluruh kecamatan.
c. Cuaca ekstrim meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ciamis, Lakbok, Purwadadi.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020 yang dikeluarkan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa indeks risiko bencana multi

ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 141,57 yang termasuk kelas risiko sedang.

Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2020
No Kabupaten/Kota Tahun 2020 Kelas Risiko
1  Cianjur 215,08 Tinggi
2 Garut 205,52 Tinggi
3 Kab. Tasikmalaya 203,01 Tinggi
4  Kab.Sukabumi 190,75 Tinggi
5 Karawang 174,43 Tinggi
6  Kab.Bandung 174,00 Tinggi
7  Kota Cirebon 172,76 Tinggi
8  Subang 171,91 Tinggi
9  Kab. Cirebon 160,63 Tinggi
10 Kota Banjar 152,80 Tinggi
11 Pangandaran 145,44 Tinggi
12  Majalengka 143,43 Sedang
13  Sumedang 142,15 Sedang
14  Ciamis 141,57 Sedang
15 Purwakarta 137,31 Sedang
16 Kab. Bogor 136,88 Sedang
17 Indramayu 136,79 Sedang
18 Kab. Bekasi 132,89 Sedang
19 Kota Bekasi 131,60 Sedang
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No

20
21
22
23
24
25
26
27

Kabupaten/Kota

Kuningan

Kota Bandung

Kota Tasikmalaya
Kota Sukabumi
Kab. Bandung Barat
Cimahi

Depok

Kota Bogor

Tahun 2020

131,13
122,32
119,20
114,40
110,22
105,41

89,63

75,75

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020, BPBD Provinsi Jawa Barat.

Kelas Risiko

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Ciamis per Kecamatan pada tahun 2020

dapat dilihat dari tabel berikut:

No

N el
PR b B VO NoUl A WN R

[ N T =Y
[eo NN RN o) NN & QNN

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tabel 2.10
Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020

Kecamatan
Gempa

Pamarican 1
Banjaranyar 1
Rancah -
Panawangan -
Cisaga -
Cipaku -
Panjalu -
Cihaurbeuti -
Rajadesa -
Cijeungjing -
Tambaksari -
Panumbangan -
Banjarsari -
Sukadana -
Lakbok 1
Cidolog -
Purwadadi -
Sukamantri -
Cikoneng -
Sadananya -
Baregbeg -
Kawali -
Jatinagara

Ciamis 1
Sindangkasih -
Lumbung -
Cimaragas -

Jumlah 4

Tanah

Longsor

15
6
29
23
1

214

Kejadian Bencana

Kebakaran

Banjir

4

_ R R RN R

= O U1

25

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis
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2.1.4. Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai
pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus
subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup
penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 rata-rata
laju pertumbuhannya sebesar 0,58%, seperti terlihat dari grafik di bawabh ini:

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

. 1,440,000
Jiwa

1,430,000

1,420,000 1,418,301
1,410,000
1,400,000
1,390,000

1,380,000
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-
2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tahun
No. Kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020

1 Banjasari 80.325 80.564 80.930 81.119 81.543

2 Banjaranyar 46.444 46.241 46.247 46.504 47.016

3 Lakbok 63.520 63.844 64.093 64.633 64.937

4 Pamarican 77.341 77.153 77.494 78.096 78.877

5 Cidolog 21.738 21.598 21.777 21.827 21.840

6 Cimaragas 17.849 18.108 18.185 18.326 18.528

7 Cijeungjing 57.067 57.231 57.811 58.532 59.204

8 Cisaga 41.590 41.045 41.251 41.536 41.720

9 Tambaksari 24.504 24.679 24.728 24.719 24.791
10 Rancah 63.188 62.776 62.791 63.044 63.205
11 Rajadesa 61.793 62.200 62.443 61.929 62.741
12  Sukadana 26.616 26.729 26.981 27.184 27.604
13  Ciamis 107.037 107.673 108.235 109.318 109.839
14  Cikoneng 60.844 61.122 61.527 62.333 62.601
15 Cihaurbeuti 58.678 58.413 58.769 59.248 59.877
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No.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kecamatan

Sadananya
Cipaku
Jatinagara
Panawangan
Kawali
Panjalu
Panumbangan
Sindangkasih
Baregbeg
Lumbung
Purwadadi
Sukamantri

JUMLAH

2016
41.781
74.348
30.480
60.211
46.306
55.795
67.710
56.971
46.785
35.134
45.417
28.874

1.398.346

2017
42.254
74.201
30.820
59.843
46.744
55.691
68.040
57.282
47.183
35.368
45.714
28.907

1.401.423

Tahun

2018
42.734
74.641
31.103
60.046
46.957
55.867
68.243
57.682
47.631
35.577
45.670
29.094
1.408.507

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

2019 2020
43.099 43.755
75.141 75.729
31.410 31.664
60.271 60.660
47.269 47.761
56.200 56.713
68.886 69.475
58.377 58.980
48.139 48.724
35.808 36.234
46.106 46.552
29.247 29.692

1.418.301 1.430.262

Dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Ciamis Tahun

2020 berada di Kecamatan Ciamis, yaitu sebanyak 109.839 jiwa dengan rata-rata kepadatan

penduduk 3.245 orang/kmz, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan

Cimaragas yaitu sebanyak 18.528 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 700 orang/kmz2.

Berdasarkan struktur umur penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020

didominasi oleh kelompok umur produktif (umur 15-64 tahun) sebesar 68,44%, sedangkan

kelompok (umur 0-14) hanya sebesar 18,29% dan kelompok (umur 65 tahun keatas) hanya

sebesar 13,26%. Secara lebih rinci adalah seperti dalam tabel berikut:

Kelompok

Umur (Tahun)

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-Keatas
Jumlah

2016
59.536
102.582
111.384
114.731
111.662
102.030
101.260
105.748
95.494
98.163
87.612
82.609
66.713
158.822
1.398.346

Tabel 2.12
Juml